PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR .%.. TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAXSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana (clah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor © Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepalu Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daecrah (entang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan vyang telah
diperiksa olch Badan Pemenksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Xabupaten Lahat Tahun
Anggaran 2019

Pasal 18 Ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Taliun 194

Undmg-p:1(||||1;1 Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan
Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor 1821)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negarfi yang Bersih dan Debas dar Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (L.cinbaran Negara Republik Indonesia tahun 1999

Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik ladonesia
Nomor 3851,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Nepara Republik  Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), .
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10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Rl Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5430);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4614};
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Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5219);

Peraturan Pemernintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daecrah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor
10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lahat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah ' Kabupaten
Lahat Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2019 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran ;
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(2)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
Neraca ;

Laporan Operasional ;

Laporan Arus Kas ;

Laporan Perubahan Ekuitas ; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Dacrah.

meoRAnT

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.276.673.593.299,90
b. Belanja Rp. 1.582,930.249.124,33
c. Transfer Rp. 434.913.444.568,00
Surplus/(Defisit) Rp. 258.829.899.607,57
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp.  84.114.066.648,28
- Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 84.114.066.648,28
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (257.505.149.768,90) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 2.019.168.443.531,00
b. Realisasi 76.67
Selisih kurang Rp. (257.505.149.768,90)

Selisih  anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp. 163.254.510.278,63 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp. 1.746.184.759.402,96
b. Realisasi Rp. 1.582.930.249.124,33
Selisih lebih Rp. 163.254.510.278,63

Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah
Rp. 242.189.040,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran transfer setelah

Perubahan Rp. 435.155.633.608,00
b. Realisusi Rp. 434.913.444.568.00
Selisih lebih Rp 242.189.040,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 78.057.882.831,68 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 162.171.949.479,96
b. Realisasi Rp. 84.114.066.648.28
Selisih lebih Rp. 78.057.882.831,68
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9)

6)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0.00
Selisih Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 78.057.882.831,68 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Netto

selelah Perubahan Rp. 162.171.949.479,96

b. Realisasi Surplus / (Defisit) Rp. 84.114.066.648,28

Selisih lebih Rp. 78.057.882.831.68
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 84,332.281.406,28
b. Koreksi Kesalahan SAL Awal Rp (218.264.758,00)
c. Penggunaan SAL setelah koreksi Rp. 84.114.016.648,28
d. Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Anggaran

(SILPA/(SiKPA) Rp. 342.943.966.255.85
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
f. Lamn- Lain Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 342.943.966.255,85

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per
31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.283.060.471.148,85
b. Jumlah Kewajiban Rp. 12.093.828.700,85
c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.270.966.642.448,30

d. Jumlah Kewsajiban dan Ekuitas Rp. 3.283.060.471.148,85

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2019 sebagai berikut :

PENDAPATAN-LO Rp.2.272.252.468.391,05
a. Pendapatan Asli Daerah-LO Rp. 147.523.932.553,72
b. Pendapatan Transfer-LO Rp. 2.061.994 739,994 33
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Rp. 62.733.795.843,00
BEBAN Rp.1.869.145.568.787,59

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Rp. 403.106.899.603,46
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN

NON OPERASIONAL Rp. (2.357.038.783,59)
a. Surplus Penjualan Aset
Non Lancar - LO Rp. 0,00
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b, Surplus dari kegiatan Non

Operasional lainnya - LO Rp. 1.725.710,00
¢. Defisit Penjualan Aset Non

Lancar - LO Rp. 0,00
d. Defisit dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya - LO Rp. (2.358.764.493 59)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA Rp. 400.749.860.819,87
SURPLUS/DEFISIT DARI
POS LUAR BIASA - LO Rp. (1.544.747,788,00|
SURPLUS/DEFISIT - LO Rp. 399.205.113.031,87

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per

1 Januari 2019 Rp.  84.336.086.406,28
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 655.611.414 853,45
¢. Arus Kas Dari Aktivitas

Investasi Rp. (396.781.515.245,88)
d. Arus Kas Dan Aktivitas

Pendanaan Rp. 50.000,00
¢, Arus Kas Dari Aktivitas

Transitoris Rp. (159.469.471,00)
f. Saldo Kas Akhir per

31 Desember 2019 Rp. 343.006.566.542 85

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf [ untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Rp. 2.830.428.378.415,76
b. Surplus/Defisit LO Rp. 399.205.113.031,87
c. Dampak kumulatif Perubahan

Kebijjakan/Kesalahan Mendasar Rp. 0,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan Akuntansi dari CTA

Ke Akrual Rp. 0,00
e. Koreksi Kesalahan Rp 0.00
f. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 41.333.151.000,67
g Jumlah Dampak Kumulatif (d+e+f) Rp. 41.333.151.000,67
h. Ekuitas Akhir (a+b+g) Rp. 3.270.966.642.448,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan
Keuangan.
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Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 temantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :
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Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
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Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

I
L1

1.2

1.3

y343% yEE B % mgge<zs

Laporan Realisasi An;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintah daerah
dan organisasi

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan

Rekapitulasi  realisasi  anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daecrah, organisasi,
program dan kegiatan

Rekapitulasi  realisasi  anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara
Laporan Perubahan Saldo
Lebih

Neraca

Laporan Operasional
Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Daftar Rekapitulasi Piutang Tak
Tertagih

Daftar dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemenntah

Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan

Daftar Rekapitulsi Aset Lainnya
Daftar Dana Cadangan Daerah
Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Daftar Kegiatan yang Belum
Diselesaikan sd Akhir Tahun dan
Dianggarkan kembali dalam TA.
Berikutnya (DPAL)

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
Daftar Rekapitulasi Dana Desa

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

ayal

{ 2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah ini
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan
Daerah ini.
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Pasal 12

Bupati menectapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat.

_—Ditetapkan di Lahat
/7 ¢__pada, langgal 0b- 08 - 2020

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 06 - p8 — 2020

MBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR .3

NOREG PERATURAN DAERAI KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMAT
~ SELATAN: {..3.=Y48 - /2020): N ERA

----------------
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